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Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), pertama kali diadakan
KHN pada tahun 2003, dengan tema “Membangun Indonesia Baru
Vang Demokratis; Transparan, Partisipatif dan Akuntabel”. Selanjutnya
diadakan pada tahun 2004 dengan tema “Membangun Paradigma Baru
P'embangunan Hukum Nasional”. SPHN berlanjut diselenggarakan
‘etiap tahun hingga tahun 2012 lalu dan diselenggarakan pula di tahun
2013 ini, SPHN yang diselenggarakan setiap tahunnya selalu mempunyai
tema yang khas, yang bermaksud untuk menyelaraskan dinamika hukum
yang berkembang di masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan KHN
swebelum penyelenggaraan SPHN. Bahkan SPHN juga merupakan sarana
untuk melakukan analisis terhadap kegiatan reformasi hukum yang
lelah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dan sebagai evaluasi
pelaksanaan pembangunan hukum yang direncanakan Pemerintah,

Dalam setiap SPHN, KHN mengimplementasikan “call for papers”.
Penpan “call for papers”, keselarasan dinamika hukum yang berkembang
(i masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan KHN menjadi lebih
{vrwujudkan. Dengan “call for papers” juga, KHN membahas tema yang
direpresentasikan dengan tulisan yang berbasis penelitian hukum maupun
“oslal Berkaitan dengan hal itu, KHN selalu mengundang perguruan tinggi
negor, perguruan tinggi swasta, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan
pororangan terlentu di 33 propinsi, untuk mengirimkan tulisan-tulisan
luihaiknya yang berbasiskan penelitian hukum maupun sosial yang telah
dilnkukan dalam kurun waktu tertentu.

KN juga menindaklanjuti SPHN yang telah diselenggarakan pada
npgpal 26 - 27 November 2013 di Jakarta tersebut, dengan melakukan
Hineminasi ke daerah. Diseminasi tersebut dalam rangka diseminasi
ik imendasi bagi pembaruan hukum di Indonesia. Diseminasi ke Daerah,
et kali diadakan KHN pada tahun 2003, Setelah tidak diadakan di
il 2004, 2005 dan 2006, maka selanjutnya Diseminasi ke Dacrah kembali
didakan pada tahun 2007. Sejak 2007 itu, Diseminasi ke Daerah berlanjut
dislonpparakan setiap tahun hingga tahun 2012 lalu dan diselenggarakan
il i tahun 2013 ind. Di tahun 2013 ini, Diseminasi ke Daerah bertempat
i Daerah yaitu Jayapura - Propinsi Papua pada tanggal 4 Desember
WL lan Yogyakarta - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
L sember 2013,

FHIN hersyukur bahwa SPHN maupun Diseminasi 2013 telah berjalan
A baik, dengan dihadiri oleh berbagai kalangan, terutama Mahkamah
‘i Pomerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Propinsi Daerah
Sl Yopyakarta yang telah memberikan sambutannya sekaligus

vii




Praikemating Pembaruan Hukum Pidans Nasional

menibka acara tersebut, Dengan selesainya pelaksanaan SPHN maupun
Diseminasi 2013, KHN fetap mampu membukiikah untuk senanliasa
membangun proses “botfom up” dalam pembaruan hukum di Indonesia,

Substansi yang terjadi dalam proses “Bottom up” tersebut, tercermin
dengan berbagai pemikiran yang berkembang di dalam SPHN maupun
Diseminasi 2013, Di dalamnya terdapat perpaduan pemikiran dari para
pengirim tulisan hasil seleksi “Call for Papers” dan para pembahas
sesuai dengan keahlian dan pengalamannya di pusat Ibukota Jakarta dan
daerah (Jayapura dan Yogyakarta), Hal tersebut telah KHIN rangkum di
dalam buku ini yang berjudul “Problematika Pembaruan Huakum Pidana
Nasional”, Adapun penjelasan mengenai substansi SPHN dan Diseminasi
2013 yang bertema “Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional terdapat
dalam bagian di bawah ini.

SPHN dan Diseminasi 2013; Arah Pembaruan Hukum Pidana MNasional.

Di tahun 2013, KHN mencoba menganalisis bagaimana arah pembaruan
hukum pidana nasional pasca diserahkannya RUU Hukum Pidana dan
RUU Hukum Acara Pidana oleh pemerintah kepada DPR. Berdasarkan
pertimbangan yang telah dipikirkan KHN, dan juga keterbatasan yang
dimiliki oleh KHN, bahwa schubungan dengan tema “Arah Pembaruan
Hukum Pidana Nasional”, yang menjadi sub bahasan atau sub tema dalam
SPHN dan Diseminasi 2013 ialah:

1. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Sinkronisasi Pemnidanaan
dalam RUU Hukum Pidana dengan UU Lainnya.

2. Arah Fembaruan Hukum Pidana Nasional — Penggunaan Hukum
Adat,

3. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Kewenangan Hakim
Pemeriksa Pendahuluan,

Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional dalam ketiga hal tersebut
dapat dijadikan indikasi bagaimana pelaksanaan peran hukum pidana di
Indonesia di masa mendatang, Adapun penjelasan singkat dari masing-

masing sub tema tersebul terdapat dalam uraian di dalam bagian di bawah
ini.

Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Sinkronisasi Pemidanaan
dalam RUU Hukum Pidana dengan UU Lainnya.

Didalam Pasal 54 BUU Hukum Pid ana, disebutkanbahwa pemidanaan
bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan
terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang
baik dan berguna; ¢. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak’

viii
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pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa flama.{
alam masyarakat; dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
I'emidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan
martabat manusia. Realitas saat ini ialah begitu banyak undangmndar}g
yang memuat sanksi pidana yang terdapat potensi bahwa satu sama lain
lidak tersinkronisasi dengan baik. Keadaan yang demikian itu dapat
membuat rumusan pemidanaan yang terdapat di berbﬂga‘ilundans-
undang, Hdak mampu mencapai tujuan pemidanaan itu Sendl.l’ll, tEr]e}:n.h
lapi dengan idealitas tujuan pemidanaan dalam RUU Hukum Pidana jika
lelak disahkan menjadi undang-undang,

Hal yang demikian tersebut di atas, membutuhkan pemahama.n
tlan kearifan yang cukup dari aparat penegak hukum (Kepolisian dan
liejaksaan) serta Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyara‘kat‘an, agm:
|olensi tidak tersinkronisasi dan terharmonisasinya sanksi pldan'fx di
borbagai undang-undang, tetap tidak menjadi hamba_tan tercapainya
fujuan pemidanaan, Hal yang demikian tersebut di atas, juga menjadi hal
yang menarik bagi para pengamat hukum untuk tetap menelaah bentuk
lerbaik dari pengaturan sanksi pidana di berbagai undang-undang,.

Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Penggunaan Hukum Adat.

Dalam Pasal 1 ayat {2) RUU Hukum Pidana disebutkan bahwla
dilam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggu.nalfanl aIIZflUE‘;l.
Felentuan tersebut mempertegas prinsip legalitas yang menjadi prinsip
ulami dalam RULU Hukum Pidana sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1
wal (1) RUU Hukum Pidana yaitu tiada seorang pun dapat dipidana atau
ikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan
ubigai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
pdasaat perbuatanitu dilakukan, Hanyasajarealitas kebiasaan mas ya:akat
lilonesia mempunyai kaidah tersendiri yang diantaranya mempunyai
sk yang biasa dikenal dengan hukum adat. Hukum adat ya.ngdr-'_rrukmr}
luntu tidak tertulis, dalam arti tidak menjadi hukum tertulis yang resmi
nalikan negara sebagaimana halnya undang-undang, Oleh karenanya, di
ulim Pasal 2 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pinal 1 ayat (1) idak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam
mnyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun
peihuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Fumuidion, di dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa berlakunya hukum
vanyy hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat .(1)
panjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ‘Pam‘:asrla,
ik inasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh
Wiy arakat bangsa-bangsa.

I lnl yang demikian tersebut di atas, menarik untuk dibelfaah oleh para
(ppamat hukum, terlebih lagi dengan adanya ketentuan di dalam Pasal
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756 ayat (1) RUU Hukum Pidana yang menyebutkan bah
yang melakukan perbuatan yang menwrut hukum yan

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancar -

pidana adalah tindak pidana.

Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Kewen--
Pemeriksa Pendahuluan,

Sejak awal keberadaann_ya, hukum pidana dan huk.—
diperuntukkan melindungi masyarakat dari kese
penguasa. Dalam hal inj J. | Sahetapy, meminjam
Skolnick yang mengatakan bahwa “criminal prc
control authorities, not crimingis” Hal senada juga diun g
Reksodiputro yang mengatakan bahwa fungsi dari sua

r

=i

Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan hegara dalam

terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam -

Dalam kerangka tersebut, kebutuhan pada pembaruzn =

Pidana di Indonesia telah direspon oleh Pemerintah des-
suatu RUU tentang Hukum Acara Pidana,

Hal yang demikian tersebut di atas, menarik untuk die -

pengamat hukum, terutama karena terdapatha]yang dapat =
kembali peran hakim dalam tahap pra ajudikasi (se
Seperti dengan adanya Hakim Komisaris (Hakim Pemer
Rekonstruksi peran Hakim menjadi penting karena *
benteng keadilan terakhir dan juga berwenang mencari
dalam suatu peradilan pidana. Hakim Komisaris
F’endahﬂuan) di dalam Bab [X RUU Hukum Acara Pi
merupakan lembaga yang terletak antara penyidik d

di satu pihak dan hakim di lain pihak, Wewenang
(Hakim Pemeriksa Pendahuluan) lebih luas dan lebih
prapenuntutan (lembaga praperadilan) yang ada di UL
Acara Pidana saat ini (KUHAP). Keberadaan Hakim Ko=
Pemeriksa Pendahuluany) menjadi hal yang penting untuk
peradilan pidana dalam tahap pra ajudikasi, tetap beradz = .
benar dan tetap menjunjung tinggi hak asasi man usia. z
pra ajudikasi yang banyak terjadi saat ini, menjadi mas:
pada kelemahan pencarian keadilan dalam tahap ajudikas
selama ini.

Jakartz ©
Komisi Hukum Nasional Repub

Prof. Dr. J. E. Saheta=




PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
DAN JABATAN HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN DALAM PERSPEKTIF
PANCASILA, ASAS-ASAS HUKUM

DAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Oleh:

Dr. Hotma P. Sibuea 5. H. M. H.

Maman Suparman, S. H., M. H.

KMS. Herman, 5. H. , M. 5i.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 - DKI Jakarta)

I. Pendahuluan.

Pembaharuan hukum nasional sesungguhnya sudali |
dilakeanakan sejak proklamasi kemerdekaan bangsa il
dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Hal itu ek
konsekuensi logis dari Proklamasi Kemerdekaan karena I'rokla
Kemerdekaan Bangsa Indonesia menuntut segenap tatanan hukui (s
yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagl | Ial
negara dan cita hukum bangsa Indonesia. ' Akan tetapi, cita-ciin W
pembaharuan hukum tersebut tidak dapat direalisir karena slfuisl (8
kondisi pada masa itu. Oleh karena ituuntuk mencegah ken,
kekacauan hukum perlu ditetapkan suatu politik hukum (holijs
hukum) yang bersifat sementara dalam masa peralihan pasca okl
Kemerdekaan.

Politik hukum (kebijakan hukum) yang bersifal semenias
yang bertujuan untuk menyikapi masa peralihan tersebut (il
Pemerintah dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Poralil
1945, Politik hukum (kebijakan hukum) masa peralihan yany (il
dalam Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut membawn ki
logis terhadap keberadaan segenap tatanan hukum positif produk ¥
kolonial. Berdasarkan politik hukum (kebijakan) hukum dilum P
Peralihan UUD 1945 tersebut, tatanan hukum produk kolonlal 1
kemudian ditetapkan untuk tetap berlaku dalam wilayah Negas i

' Hotma F. Sibuea, ¢ ki i Hagi 1

Dralam Kehid,
him, 322,

dan B Jurnal lmiah, Law Review, Vol X1 M
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Indornesia. Pemberlakuan tatanan hukum produk kolonial Belanda di
zaman kemerdekaan adalah suatu politik hukum (kebijakan hukum)
peralihan yang bertujuan untuk mencegah kevakuman hukum. Dengan
berdasarkan kebijakan hukum yang dikemukakan di atas, tatanan hukum
produk kolonial masih tetap diberlakukan pascaproklamasi kemerdekaan
dan sampai dengan sekarang meskipun dengan melakukan berbagai
penyesuaian,

Sisi positif dari politik hukum (kebijakan hukum) masa peralihan
tersebut acdalah bahwa untuk sementara persoalan kemungkinan
kevakuman hukum dapat ditanggulangi. Namun, di sisi lain, ada segi
kekurangannya yaitu bahwa pembaharuan hukum secara menyeluruh
yang bersifat nasional tidak pernah dapat dilaksanakan sampai dengan
sekarang meskipun pembaharuan hukum nasional itu sesungguhnya
merupakan tuntutan dan konsekuensi logis dari Proklamasi Kemerdekaan
bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, Oleh karena itu,
sampai dengan sekarang, tatanan hukum positif produk kolonial Belanda
masih tetap diberlakukanmeskipun hanya berkenaan dengan beberapa
undang-undang tertentu saja, Keberadaan berbagai produk hukum kolonial
tersebut sudah barang tentu harus segera diperbaharui supaya dapat
menyesuaikan diri dengan dan memenuhi perkembangan masyarakat.

Politik hukum vang bersifat sementara dan yang bertujuan untuk
menyikapi masa peralihan sebagaimana dikemukakan di atas juga
berdampak terhadap keberadaan tatanan hukum pidana positif, Situasi dan
kondisi yang sama dengan yang dikemukakan di atas juga terjadi dalam
bidang hukum pidana. Sampai dengan sekarang masih terdapat undang-
undang di bidang hukum pidana produk kelonial yang masih berlaku.
Meski demikian, niat untuk melakukan pembaharuan hukum pidana
ying bersifat menyeluruh sebenarnya sudah sejak lama diwacanakan para
alademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Untuk hukum pidana materil,
alasan filosofis menjadi alasan utama (alasan mendasar) mengingat hukum
pidana materil yang berlaku sekarang sebagian masih merupakan produk
likum zaman kolonial yang tentu saja berlatar belakang filosofis / ideologis
yang sesuai dengan kepentingan kolonial.

Dalamkontekshukum pidana formil (hukumacarapidana),sebenarmya
pembaharuan hukum sudah pernah dan berhasil dilakukan pada tahun
1081 dengan ditetapkannya KUHAP, KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981)
lppdang-gadang sebagai karya agung bangsa Indonesia. Akan tetapi,
linpa bermaksud untuk menyampingkan hasil pembaharuan hukumacara
|ilina tersebut ternyata selang beberapa waktu, kelemahan-kelemahan
FUHAT semakin nyata. Oleh karena itu, gagasan untuk melakukan
jwimbaharuan hukum acara pidana juga mulai disuarakan oleh berbagal
Jhik. Untuk konteks hukum acara pidana (hukum pidana formal), alasan
juinyvalahgunaan kewenangan dan dan pelanggaran,/pengabaian hal hak
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asasi oleh penegak hukum seringkali menjadi alasan yang mendorony
perlu dilakukan pembaharuan hukum acara pidana, Dengan perkataan
lain, seperti dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, hukum acara
pidana yang berlaku sekarang masih memiliki beberapa kekurangan
dalam praktik sehingga perlu dilakukan pembaharuan untuk mengikuti
dan mengantisipasi petkembangan masyarakat. ?

Kelemahan KUHAP sebagaimana dikemukakan di atas akhirnya
melahirkan gagasan untuk melakukan pembaharuan hukum acara pidana
secara menyeluruh. Dalam konteks pembaharuanhukumacara pidanayang
sedang dilaksanakan sekarang, salah satu jabatan baru yang tidak terdapal
dalam KUHAP diintrodusir dalam Rancangan Kitab Undang-undany
Hukum Acara Pidana masa depan yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah suatu jabatan baru dalam sistem
KUHAP masa depan tersebut. Sebagai jabatan yang baru, jabatan Hakim
Pemeriksa Pendahuluan merupakan adopsi dari sistem hukum negara
lain. Sudah barang tentu,jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan terscliof
tidak dapat secara serta merta diadopsi begitu saja dari sistem hulum
acara pidana negara lain tanpa pengkajian yang mendalam. Kajian yan
mendalam terhadap keberadaan jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan
sebagai jabatan baru dalam RUU-KUHAT yang baru perlu dilakukan
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pengkajian terhadap eksistensi Hakim Pemeriksa Pendahuluang
sebagai suatu jabatan baru dalam sistern hukum acara pidana dapul
dilakukan secara komprehensif dengan bertitik tolak dari berbagai cabany
disiplin hukum seperti Filsafat Hulkum, Teori Hukum, Hmu Hulum
(Dogmatika Hukum) maupun Politik Hukum. Di samping itu, berbagal
metode pendekatan juga dapat dilakukan untuk melakukan kajian sepoll
metode pendekatan filosofis, komparatif, kesisteman dan lain-lain uniuk
melengkapi metode pendekatan normatif.

Pada kesempatan ini, kehadiran makalah vang disusun olel T
Penulis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalah dalan
konteks dan latar belakang serta perspektif sebagaimana dikermukakan i
atas. Secara konkrit dapat dikemukakan bahwa kehadiran makalaly Ti
Penulis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta inl adalal
dalam rangka menambah kajian mengenai jabatan Hakim Pemerihas
Pendahuluan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Makaluli il
diharapkan dapat menawarkan kerangka berfikir yang bersifal sistenisis
untuk menguji keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagal sisii
jabatan dalam RUU-KUHAP. )

2 Adran Buyung Nasution, Praperaditan Versus Hakim Komisarts, Newslatter KHN, Aol
hirm. 1,
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Il. Pancasila sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia dan Asas-Asas
Hukum Nasional,

Titik tolak untuk melakukan pembahasan terhadap jabatan baru
Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam KUHAFP masa depan tersebut
harus dimulai dari perspektif filosofis. Pembahasan secara demikian
bertjuan untuk menguji landasan filosofis jabatan baru Hakim Pemeriksa
Pendahuluan tersebut secara mendalam. Dalam konteks ini, pertanyaan
pokok yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Apakah Halkim
Pemeriksa Pendahuluan sebagai jabatan baru dalam RUU-KUHAP
mempunyai landasan falsafah atau memiliki akarfilosofis yang kuat dalam
kehidupan hukum bangsa Indonesia? Dalam rangka menjawab pertanyaan
yang dikemukakan di atas, pembahasan tentang eksi i jabatan Hakim
Pemeriksa Pendahuluan tersebut akan bertitik tolak dari landasan falsafah
bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Apa sebab demikian? Hal itu karena
landasan filosofis kehidupan hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Mamun, sudah barang tentu nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang
bersifat abstrak-umum tersebut tidak dapat dipakai secara langsung untuk
menguji kebasahan keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Ada
proses berfikir yang harus dilakukan untuk dapat menderivasi nilai-nilai
cita hukum Pancasila supaya menghasilkan seperangkat pokok-pokok
pendirian atau asas-asas hukum yang lebih konkrit.

Dalam perspektif doktrin, Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum
(Rechtsidee) bangsa Indonesia, * Hal itu mengandung arti bahwa para
ahli dan atau akademisi umunya bersepakat bahwa Pancasila adalah
cita hukum bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum
bangsa Indonesia juga sudah dilegitimasi secara politis dan yuridis.
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (cita
futkum) sudah ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang
tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hal itu mengandung arti bahwa keberadaan dan fungsi Pancasila dalam
konteks kehidupan hukum di Indonesia yakni sebagai cita hukum bangsa
Indonesia sudah memiliki dasar pijakan yang kuat baik secara akademis
maupun secara sosiologis, politis dan yuridis,

Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kedudukan sebagai sumber dari
segala sumber hukum, Pancasila menjadi sumber hukum yang terakhir
dan tertinggi. * Sebagai cita hukum, kedudukan Pancasila adalah di atas
segenap tatanan hukum positif yang berlaku dalam Negara Republik
Indonesia. Oleh karena itu, segenap tatanan hukum positif yang terdapat

* Abdul Hamid §. Atamiml, Peranan Kepuwlusan Presiden Repubfl Indonesia Oafm
Ponyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studl Anahsis Mengenal Kepufiusan Prsskien
Yang Berfungsi Pengafuran Dalam Kurun Wakty Pefital-V. Disertasl, Depok, 1000 Hlin 807 e

netarusnya.
4 sDardji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-pokak Flsafaf Hukum, Jakaila (OR8 Hig 188
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dalam kehidupan hukum di Indonesia mengalir dari sumber yang salu
dan yang terfinggi yakni cita hukum Pancasila. Sebagai konsekuensinyi,
norma-norma hukum positif tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilal
yang terkandung dalam cita hukum Pancasila. Jika sekiranya terdapal
tatanan hukum positif yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam cily
hukum Pancasila dengan sendirinya tatanan hukum positif yang demikian
tidak memiliki landasan (pijakan) filosofis sehingga harus disingkirkan
dari tatanan hukum positif. Dalam konteks pembaharuan hukum aca
pidana, prinsip yang dikemukakan di atas sudah barang tentu jug
berlaku. Artinya, norma-norma hukum acara pidana yang akandibentuhk
oleh badan pembentuk undang-undang harus bersumber dari dan seluras
dengan cita hukum Pancasila.

Dalam kedudukan sebagai cita hukum (sumber dari segala sumb
hukum), Pancasila melakukan peranan sebagai pemberi tuntuman
terhadap keberadaan tatanan hukum positif, Dalam istilah Abdul Hamid
5. Attamimi, fungsi Pancasila sebagai cita hukum adalah sebagai binlm!
pemandu terhadap segenap tatanan hukum yang terdapat di Indonesia
Bintang pemandu dalam istilah Hamid 5. Attamimi di atas mengandu
arti bahwa arah perkembangan hukum dan pembaharuan hukum nasion
termasuk pembaharuan hukum acara pidana juga harus dipandu oloh ¢l
hukum Pancasila. Fungsi pemandu dan penunjuk arah perkembutijyin
segenap tatanan hukum positif dilakukan oleh setiap cita hukum dengin
maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi seperti itu |
dilakukan oleh cita hukum Pancasila terhadap segenap tatanan huk:g
positif yang berlaku di Indonesia termasuk tatanan norma hukum s
pidana. Sebagai cita hukum, Pancasilaberfungsi untuk membimbing s
memandu arah perkembangan tatanan hukum positif yang berlaku
Indonesia supaya segenap tatanan hukum positif itu mengarah kejy
suatu tujuan ideal segenap bangsa Indonesia yaitu cita-cita “Keal
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Arah perkembangan dan tuntunan terhadap tata hukum pow
dilakukan oleh cita hukum Pancasila dalam 2 (dua) sisi sekaligus. Solugs
cita hukum, Pancasila adalah batu penguji tatanan hukum positif. Suknll;
dengan fungsi sebagai batu penguji, cita hukumPancasila juga memi
tuntunan terhadap arah perkembangan tatanan hukum positil |l
hubungan dengan kedua fungsi cita hukum tersebut, Abdul il &
Attamimi mengemukan bahwa fungsi yang dijalankan oleh citn ki
termasuk cita hukum Pancasila dilakukan dari 2 (dua) sisi sekaligus ¢
(2) menguji hukum positif yang berlaku dan (b) mengarahkan Lk
positif yang berlaku supaya hukum positif tersebut mengarali ki
sesuatu tujuan. © i

* Abdul Hamid . Attamimi, op. &t , him 318 I
S Ihid. 4
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Cita hukum Pancasila melakukan kedua macam fungsi yang disebut
di atas dengan bertitik tolak dari atau berdasarkan nilai-nilai yang
dikandungnya. Nilai-nilai cita hukum berfungsi sebagai kiblat (penunjuk
arah) dan sekaligus sebagai kriteria penilai (batu penguji) bagi tatanan
hukum pesitif vang berlaku di Indonesia termasuk hukum acara pindana
yang menjadi pokok pembicaraan pada saat sekarang Akan tetapi,
nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum Pancasila masih bersifat
abstrak-umum, Nilai-nilai cita hukum Pancasila tersebut tentu saja tidak
dapat secara langsung memberikan pengarahan terhadap tatanan hukum
acara pidana positif yang berlaku maupun yang hendak dibentuk oleh
pembentuk undang-undang (hukum acara pidana yang dicita-citakan
ataw ius constituendum), Hukum positif berkenaan dengan atau menyentuh
alam konkrit-individual yang berbeda dari alam nilai-nilai dalam
cita hukum yang bersifat metafisis. Untuk dapat memberikan arahan
terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum positif termasuk
pemabahruan hukum acara pidana, nilai-nilai ideal dalam cita hukum
Pancasila yang bersifat abstrak-umum terlebth dahulu harus diolah, Dari
proses pengolahan tersebut kemudian dapat diderivasi (diturunkan atau
dihasilkan) seperangkat prinsip-prinsip hukum (pokok-pokok pendirian
hukum) atau asas-asas hukum yang sifatnya lebih konkrit, :

Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum apa saja yang dapat
diderivasi (diturunkan) dari cita hukum Pancasila? Cita hukum Pancasila
mengandung seperangkat nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan yang
hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dari perangkat nilai-nilai ideal yang terdapat dalam cita hukum
Pancasila dapat diderivasi berbagai macam prinsip-prinsip hukum atau
pokok-pokok pendirian hukum atau asas-asas hukum, Prinsip-prinsip
hukum atau asas-asas hukum yang diderivasi dari cita hukum Pancasila
itu kemudian menjadi pedoman atau pegangan dalam menetapkan suatu
garis kebijakan hukum nasional (politik hukum nasional). ’

Dalam konteks perbincangan tentang Pembaharuan Hukum Acara
I"idana dan keberadaan jabatan baru yang disebut Hakim Pemeriksa
Pendahuluan dalam sistem Hukum Acara Pidana masa depan tidak perlu
semua asas-asas hukum yang diderivasi dari cita hukum Pancasila harus
dibicarakan, Menurut pandangan Tim Penulis, ada 3 (tiga) prinsip-prinsip
hukum atau asas-asas hukum yang relevan untuk dibicarakan lebih
lanjut dalam hubungan dengan keberadaan jabatan Hakim Pemeriksa
'endahuluan tersebut, Ketiga macam prinsip-prinsip hukum, pokok-
pokok pendirian hukum atau asas-asas hukum yang dimaksud adalah (a)
asas negara hukum, (b) asas demokrasi dan (c) asas pembatasan kekuasaan
(pembatasan kewenangan).

" Hotma P Sibuea. Foliik Hukum, Krakataw Book, Jakarla, 2010, him. 184
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I1. Asas-Asas Hukum dan Kebijakan Hukum Nasional.

Apa sebab ketiga prinsip hukum atau pokok-pokok pendirian huku
atau asas hukum yang dikemukakan di atas harus menjadi perspokill
dalam memperbincangkan keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluni
sebagai suatu jabatan dalam sistem hukum acara pidana masa depan? [Yail
perspektif Hukum Tata Negara, Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalal
sualu jabatan ketatanegaraan dan merupakan bagian dari organisisl
jabatan dalam Negara Republik Indonesia. Setiap jabatan dalam organisaul
negara Republik Indonesia harus diuji sesuai atau tidak dengan asas- s
hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika keberadaan jabatan
tersebut dapat lolos dari pengujian terhadap asas-asas hukum Kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan sendirinya kehadiran jabatan tersobil
dapat diterima dalam tatanan organisasi jabatan, Namun, pengujian seca i
langsung; terhadap asas-asas hukum yang dikemukakan di atas tidak ispnt
dilalukan karena asas-asas hukum tersebut masih bersifat abstrak-umin
meskipun sudah lebih konrkit dari nilai-nilai dalam cita hukum Pancasibs

Asas-asas hukum negara hukum, asas demokrasi dan asas pembalani
kekuasaan (pembatasan kewenangan) sebagai asas-asas hukum dulii
kehidupan berbangsa dan bernegara belum dapat secara lanygasing
dipakai sebagai patokan untuk menguji keberadaan jabatan baru [Tkl
Pemeriksa Pendahuluan. Asas-asas hukum tersebut harus diprosis sl
diolah lebih dahuluuntuk dapat memahami makna hakiki darf s
asas hukum tersebut supaya kemudian dapat dihasilkan gamibaig
pemahaman dan atau pengertian yang lebih jelas tentang asas-asas hul i
tersebut. Pemahaman terhadap asas-asas hukum secara baik akan gl
menghasilkan seperangkatprinsip atau pokok pendirian yang |
konkrit. Prinsip atau pokok pendirian itu kemudian dapat dipakai sulyyal
pedoman dalam merumuskan kebijakan pembaharuan hukum aiis
pidanasecara menyeluruh dan dalam melakukan pengaturan (el
jabatan-jabatan ketatanegaraan yang dibentuk dalam sistem hukun nt'.nx
pidana tersebut seperti halnya keberadaan jabatan baru Hakim Pemibes
Pendahuluan sebagai suatu jabatan dalam lingkungan organisasi by
dalam Negara Republik Indonesia.

Makna ketiga asas hukum yang dikemukakan di atas harus dicla
lebih dahulu supaya dapat diungkap prinsip-prinsip hukum yan
konkrit yang terkandung dalam ketiga asas hukum terscbuf, Il
prinsip hukum yang diturunkan (diderivasi) dari ketiga asas huki) |
disebut di atas akan menghasilkan seperangkat pokok pendirlan
lebih konkrit yang dapat dijadikan sebagai pedoman (pegangan) il
merumuskan kebijakan hukum berkenaan dengan pembaharuan hi
acara pidana dan menguji keberadaan jabatan baru dalam KU AI®
depan yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Jika ketiga asas huluin
dikemukakan di atas dielaborasi akan dapat diungkap makun i
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sebagai berikut,

Asas negara hukum yang diderivasi dari cita hukum Pancasila
mengandung makna bahwa dalam organisasi Negara Republik Indonesia
kekuasaan tunduk kepada hukum. Segenap kewenangan yang melekat
pada para penyelenggara negara harus dibatasi oleh hukum atau tunduk
kepada hukum. * Dengan perkataan lain, sekecil apapun kekuasaan
vang melekat pada suatu jabatan termasuk jabatan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan, kekuasaan itu harus tunduk kepada hulkum, Inilah makna
supremasi hukum sebagai salah satu prinsip hukum atau pokok pendirian
atau asas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus
selalu diingat dan ditegakkan. Dalam konteks pembaharuan hukum acara
pidana dan keberadaan jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, prinsip
ini juga berlaku. Penegasan bahwa kekuasaan para penyelenggara negara
harus tunduk kepada hukum sangat penting diingat dan ditegakkan
dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para
penyelenggara negara khususnya jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan
dalam hal ini.

MAsas demokrasi yang diderivasi dari cita hukum Pancasila
mengandung makna bahwa dalam organisasi Negara Republik Indonesia,
kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyatadalah pemegang
kedaunlatan  (kekuasaan tertinggi) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Oleh karena itu, sumber dari segenap kewenangan yang melekat
kepada jabatan adalah berasal dari rakyat. Asas kedaulatan rakyatini lebih
jauh mengandung konsekuensi bahwa tujuan pemberian kewenangan
lepada suatu jabatan seperti halnya Hakim Pemeriksa Pendahluan adalah
untuk dan dalam rangka melayani kepentingan rakyat. Jabatan-jabatan
(lalam organisasi negara Republik Indonesia dibentuk semata-mata untuk
melayani dan mengabdi kepada kepentingan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan yang tertinggi (kedaulatan).

Asas pembatasan kekuasaan (pembatasan kewenangan) yang
(liderivasi dari cita hukum Pancasila mengandung makna bahwa dalam
orpanisasi Negara Republik Indonesia, kekuasaan yang melekat kepada
sty jabatan tertentu bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut (mutlak).
[ilam perspektis asas pembatasan kekuasaan atau kewenangan tidak
(likenal kekuasaan yang bersifat mutlak. Segenap kekuasaan harus dibatasi
sipaya tidak membuka peluang terhadap kekuasaan yang sewenang-
wenang karena kekuasaan yang sewenang-wenang pada akhirnya
skanmelanggar atau mengabaikan hak-hak rakyat. Padahal, rakyat itu
uwendiri adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam negara Republik

‘ lndonesia.

" Hotma P Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebfakan dan Asos-ases Umum
Yang Bak, Jakarta, 2010, him, 18 —an seteruunya
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IV. Pokok-Pokok dalam Pendirian Politik Hukum Nasional Berkenaan
dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Suatu Jabatan
Ketatanegaraan.

Makna dari asas-asas hukum yang dikemukakan di atas merupakan
pokok-pokok pendirian (prinsip) yang berfungsi sebagai pedoman dalam
merumuskan suatu kebijakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan
hukum acara pidana pada umumnya dan pembentukan dan pengaturan
jabatan Halkim Pemeriksa Pendahuluan dalam KUHAP masa depan
Dengan perkataan lain, pokok-pokok pendirian yang terkandung dalany
makna asas-asas hukum yang dikemukakan di atas seharusnya menjidl
pedoman atau penuntun dalam menetapkan suatu garis kebijukan
hukum nasional (politik hukum nasional) dalam rangka pembaharuan
hukum acara pidana nasional termasuk dalam hal melakukan pengaturan
terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan jabatan Hakim Pemer(kiy
Pendahuluan. Dengan demikian, pokok-pokok pendirian yang berkandunf
dalam asas-asas hukum yang dikemukakan di atas menjadi dasar untu
menetapkan suatu kebijakan pembaharuan hukum acara pidana nasional
Dengan berdasarkan dan atau berpedoman pada garis kebijakan huluny
nasional (politik hukum nasional) yang ditetapkan berdasarkan asas anis
hukum yang dikemukakan di atas dilakukanlah pengaturan terlinily
jabatan baru yang disebut sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, (il
karena itu, berarti bahwa keberadaan jabatan baru Hakim Pemer(biy
Pendahuluan dalam KUHAP masa depan harus diuji terhadap prinsij
prinsip yang melandasasi garis kebijakan hukum nasional (politik hulky
nasional) dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana termanh
pengaturan jabatan baru seperti Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersahil

Sesuai dengan atau bertitik tolak dari pokok-pokok pendirian m
dikemukakan di atas dapat dikemukakan pandangan dan sikap men
kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam rangka Pembalaruss
Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud di atas. Pada prinsipnss
Tim Penulis dapat menerima keberadaan Hakim Pemeriksa Pendaliliss
dalam KUHAP masa depan dengan catatan-catatan sebagai berikut

Pertama, keberadan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagal
jabatan dalam sistem Hukum Acara Pidana masa depan dapal |
sepanjang keberadaan jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan toy
dapat ditempatkan dalam perspektf Asas Negara Hukum yany
adalah supremasi hukum, Dari perspektif asas negara hukum, kewai
yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai jabilii
dalam KUHAP masa depan harus ditundukkan kepada hukum |
demikian, pengaturan kewenangan jabatan baru Hakim |
Pendahuluam tersebut harus secara sedemikian rupa dan dilakukan
ketat sehingga dapat memperkecil peluang penyalahgunaan kok
atau kesewenang-wenangan. Jangan sampai jabatan Hakim
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Pendahuluan malah disalahgunakan untuk mencapai kepentingan-
kepentingan tertentu.

Kedua, keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem
Hukum Acara Pidana masa depan dapat diterima sepanjang keberadaan
jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut dapat ditempatkan dalam
perspektif Asas Demokrasi. Dari perspektif asas demokrasi tersebut, Hakim
Pemeriksa Pendahuluan harus menjadi pengayom hak-hak rakyat. Hakim
Pemeriksa Pendahuluan harus melindungi hak hak rakyat dan berupaya
mencegah jangan sampai hak-hak rakyat diabaikan atau dilanggar oleh
penegak hukum yang lain. Dengan perkataan lain, pemberian kewenangan
kepada jabatan baru yang disebut sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan
dalam sistem hukum acara pidana masa depan harus berpihak kepada
kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dengan
demikian, kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus diatur
secara detail untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang
berpotensi melanggar atau gabaikan hak-hak rakyatsebagai pemegang
kedaulatan politis, Secara singkat dapat dikemukakan bahwa keberadaan
Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah dalam rangka mengawal hak-hak
rakyat sebagai pemegang kedaulatan politis.

Ketiga, keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem
Hukum Acara Pidana masa depan dapat diterima sepanjang diposisikan
dalam perspektif asas pembatasan kekuasaan atau pembatasan
kewenangan, Kewenangan jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus
diatur dan dibatasi secara baik. Pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan harus secara detail dan rinci supaya tidak membuka peluang
menjadijabatan yang sewenang-wenang, Pemberian kiewenangan diskresi
yang bersifat subjektif kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus
sedapat mungkin dihindari karena pengalaman menunjukkan bahwa para
penegak hukum yang memegang kewenangan diskresi subjektif sering
menyalahgunakan kewenangannya dengan akibat pelanggaran terhadap
hak-hak rakyart. Dengan perkataan lain, pemberian kewenangan diskresi
vang bersifat objektif kepada jabatan-jabatan termasuk Hakim Pemeriksa
l'endahuluan lebih tepat daripada diskresi subjektif untuk menutup
peluang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

V. Penutup.

Demikian pandangan Tim Penulis dari Fakultas Hukum Universitas
|7 Agustus 1945 [akarta yang dapat disampaikan sebagai sumbangsih
pemikiran dalam rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam
lontoks jabatan baru yang disebut sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
Atag segala kekurangan dan kelemahannya mohon dimaafkan. Terima
kasih,
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